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	Pembahasan RUU PKS ditunda lagi, DPR dinilai tak serius. Diterbitkan melalui website Tirto.id pada tanggal 2 September 2019
	RUU-PKS, Benarkah Liberalisasi Perilaku Perempuan?. Diterbitkan melalui website republika.co.id pada tanggal 6 September 2019.. 

	2. RUU PKS : belum disahkan & tak  ada jaminan dibahas DPR periode depan. Diterbitkan melalui website Tirto.id pada tanggal 17 September 2019
	2. Politikus Gerindra: Pembahasan RUU PKS Masih Berat. Diterbitkan melalui website republika.co.id pada tanggal 19 September 2019

	3. RUU PKS Mandek di DPR, Rahayu Saraswati: Tak Semua Anggota Paham. Diterbitkan melalui website Tirto.id pada tanggal 19 september 2019.
	3. DPR Tunda Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Diterbitkan melalui website republika.co.id pada tanggal 26 september 2019

	4.RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Gagal Disahkan DPR Periode Ini. Diterbitkan melalui website Tirto.id pada tanggal 25 September 2019.
	4.Waketum MUI Apresiasi Penundaan Pengesahan RUU PKS. Diterbitkan melalui website republika.co.id pada tanggal 26 September 2019.

	5.Isi RUU Bermasalah Didemo Mahasiswa Hari Ini di Jakarta & Kota Lain. Diterbitkan melalui website Tirto.id pada tanggal 24 September 2019. 


	5. Watim MUI Usul RUU PKS Jadi RUU Ketahanan Keluarga. Diterbitkan melalui website republika.co.id pada tanggal 19 September 2019.
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RUU PKS: Belum Disahkan & Tak Ada Jaminan
Dibahas DPR Periode Depan

P————
ot 1315 . I

B @eex @1
DPR tidak bisa menjamin RUU PKS akan dibahos pada periode mendatang.

Perdebatan soat agama masih

@
.

Ketua Umum Majels Ulama Indonesia (MU) Maruf Amin memina Presiden Joko ~ 83% @55% @125
Widodo menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghiapusan

Kekerasan Seksual (PKS) lewat sepucuic surat. Pada surat bertanggal 12 AQustus 2015 . s
itu 2 bilang RUU i perlu ibahas ebih panjang agar lebin banyak

mempertimbangan ajaran agama Istam dan agama lain yang diakui di Indonesia
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"Seharusnya sih tak a0a alasan untuk tidak membahas atau tidak mengesankannya -
Karena RUU PKS ini sudah hampir 5 tahun bolak-balik dibanas, bolak-balik dialog,
‘sementara RUU-RUU Lain kenapa bisa Lebih cepat?” ujar Mariana kepada reporter
Tirto,Senin (16/9/2019)

Populer

i Dt
Je e ———

Mariana pun mempertanyakan sikap MUI yang menilai perlunya pertimbangan nilai
‘agama dalam RUU PKS. Ia menerangkan tak ada poin-poin yang bertentangan
dengan nilai agama, budaya, maupun Pancasila dalam RUU PKS.

Mariana menduga, barangkali Pak Maruf Amin belum membacanya.

60600

Mariana pun meminta agar isu RUU PKS berhenti untuk dijadikan a
memainkan sentimen agama i dalamnya. la menk
untuk melindungi korban kekerasan seksual

QUK GENGAN g sunviccen
SKkan, 1juan RUU PKS MUMT s Repustk G
g

g s g
“Kami justru enggak mengerti kenapa ini dibilang melanggar agama saat kita ingin  Sukabumi Mengrag

melindungi banyak korban, ujar Marian.

R Beraci Muka encir
Baca juga: DPR Tak Serius Bahas RUU PKS. Hanya Dihairi Tiga Orang.

epacTajang Menta
ko Sk Uni P
carpaca Negers?

*Saya mau tanya sekarang, MUI pernah menerima laporan kekerasan seksual enggak?
Pernah ketemu (angsung enggak sam korbannya? Pemah dengerin enggak
pengaduan mereka?" Mariana bertanya, retoris.

Sagaimara Pas B

U P
Pegiat Gerakan Masyarakat Sipil (Gemas) Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Vekasear 600 krera

Seksual, Ratna Batara Munti, juga mempertanyakan anggapan kalau RUU PKS Dero
bertentangan dengan rilai agama.

Menurutnya ini bisa muncul karena ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab
Secara sistematis menyebar fitnah dan propaganda. Akibatnya substansi RUU PKS
terabaikan dan malah jadi ujaran-ujaran yang negatif dan penuh kebencian.

“Awal tahun 2019 misalnya, beredar di sosial media yang menuduh secara ekstrem
bafhwa RUU PKS itu pro-zina dan LGBT, dua kata yang menghasut publik untuk
menolak pengesahan RUU tersebut” ujar Ratna dalam keterangan tertuls.

*Saat ini, tuduan itu diperluas menjadi lebih ekstrem lagi, bahwa RUU PKS ditudun
punya semangat kebebasan seksual yang diusung kelompok feminis untuk membuka
pintu-pintu kemaksiatan, dan pelecehan termadap syariat Islam dan Pancasila;
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Tuduhan-tuduhan tersebut, kata Ratna, justru merugikan korban kekerasan seksual
Yang angkanya terus meningkat. Komnas Perempuan mencatat, sepanjang tahun lalu
Jumlan kasus kekerasan seksual sebanyak 406.178, meningkat dibandingkan tahun
sebelumnya, 348.466.

Baca juga: Pasal Aborsi pada RKUHP Bisa Jerat Korban Perkosaan

Ratna pun menyampaikan sejumiah klarifikasi a
tehadap RUU PKS.

s simpang-siunya penilaian

“Kasus pemerkosaan YY adalah awal mula protes publik kasus-kasus kekerasan
Seksual yang sadis dibiarkan begitu saja dan tidak ada perangkat hukum Knusus

untuk mencegan dan melindungi korban dari persoalan-persoalan kekerasan seksual,
ungkap R:

“Kami menegaskan RUU PKS tidak ada hubungannya dengan kebebasan seksual, pro
2ina, maksiat, dan LGBT_Justru menitikberatkan pada perlindungan korban dan
menghukum pelaku dalam berbagai tingkat, dengan berbagai pola kekerasan seksual
yang terjadi, pungkasnya.

Baca juga artikel terkait RUU PKS atau tulisan menarik lainnya Fadiyah Alaidrus
(tirtoid - Politik)

Reporter: Fadiyah Alaidrus

Penulis: Fadiyah Alaidrus
Editor: Widia Primastica

8 Subscribe Now:

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual disusun
untuk menekan angka korban perkosaan,
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Pembahasan RUU PKS Ditunda Lagi, DPR -
Dinilai Tak Serius

Populer

et Wi Prmostia- 2 Sepeember 2019 Disoca Normet £ meric

"Rapat pembahasan RUU PKS antara Panja DPR dan Panja Pemerintah kembali

ditunda.
tirto.d - Forum Pengada Layanan (FPL) Bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual
Kecewa atas tindakan DPR yang kembali menunda pembahasan Rancangan Undang-
Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).

60600

Koordinator Sekretariat Nasional FPL, Veni Siregar mengatakan senarusnya hari ini,
Senin (2/9/2019), Panja DPR membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU PKS
dengan Panja Pemerintah. Namun ternyata, rapat itu diganti dengan agenda Lain.

ada pembukaan Rapat Pertama [Senin, 26 Agustus 2019), peserta Panja RUU PKS
tidak kuorum sehingga rapat dibuka kemudian ditutup” ular Veni dalam keterangan
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“Pada pembukaan Rapat Pertama [Senin, 26 Agustus 2019, peserta Panja RUU PKS
tidak Kuorum seingga rapat dibuka kemudian Gitucup? U Ven! Gelam keterangan  Populer
pers yang diterima Tirto.

Sepert diberitakan Tirto sebelumnya, rapat pembahasan RUU PKS pekan lalu, Senin
(26/8/2019), hanya dinadiri 3 orang dari 2 fraksi, yakni PKB dan PKS. Padanal
semestinya ada 29 orang anggota DPR yang turut membahas RUU yang digunakan
untuk melindungi korban kekerasan seksual tersebut.

vans
Hari ini DPR berencana membahas RUU PKS pada pukul 10.00-13.00 WIB, kemudian  Kematen

pada pukul 13.00 WIB DPR akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan  COMD-43 i Indonesa
berbagai ormas Istam untuk membahas RUU Pesantren.

60600

Sagaimara Sun
Maahinan Repust i
o Lo e

Namun menurut agenda DPR terbaru yang diterima Tirto, pada jam tersebut Kormisi
VIl DPR RI yang membahas RUU PKS akan menggelar RDP dengan Kepala Badan  Menimosng Usu Eupa
Pengavas dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuzngan Haji (BPKH),dan S Herghs
pada pukul 14.00, Komisi VIl direncanzkan rapat pembzhasan RUU Pesantren dan

Pendidikan Keagamaaan.

Kepada Tirto, Veni pun mempertanyakan keseriusan DPR yang berjanji menuntaskan
RUU PKS sebelum masa jabatan mereka beraknir sebulan lagi.

“Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual sesungguhnya sangat ditunggu
olen korban kekerasan seksualy tutur Ven.

e CoVD 1561
neoness

Selain itu, Ven juga mempertanyakan ahli hukum yang diundang ole Panja DPR dan
Panja Pemerintah karena tak punya perspekuf korban. Dalam catatan FPL, ahli pidana
Yang dipanggil DPR, Prof. Mudzakir dari UII, tak memiliki rekam jejak sebagai saksi
ahli dalam kasus kekerasan seksual

Menurut penelusuran Tirto, Mudzakir adalah ahli pidana yang pernah menjadi Tim
ANl AILA Indonesia ketika melakukan uji materil terhadap KUHP pasal 284, 285, dan
292. Kala itu mereka melakukan uji karena menganggap ada masalah moral anak dan
Keluarga yang terlahir dar disfungsi keluarga.

Dalam akun Facebook mereka, AILA Indonesia adalah kelompok yang menolak RUU
Penghapusan Kekerasan Seksual karena mereka anggap sebagai ancaman bagi
peradaban.

Ketua Panja RUU PKS, Marwan Dasopang membenarkan bahwa rapat pembahasan
RUU PKS hari ini ditunda menjadi besok, Selasa (3/9/2019). "Besok bersama Komisi
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TanJa Pemeniah Karens taK puny perspekar korban. Dalam catatan FPL, ahli pidana N
Yang dipanggil DPR, Prof. Mudzakir dari UII, tak memiliki rekam jejak sebagai saksi
ahli dalam kasus kekerasan seksual

Populer

Menurut penelusuran Tirto, Mudzakir adalah ahli pidana yang pernah menjadi Tim
ANl AILA Indonesia ketika melakukan uji materil terhadap KUHP pasal 284, 285, dan
292. Kala itu mereka melakukan uji karena menganggap ada masalah moral anak dan
Keluarga yang terlahir dar disfungsi keluarga.

Dalam akun Facebook mereka, AILA Indonesia adalah kelompok yang menolak RUU
Penghapusan Kekerasan Seksual karena mereka anggap sebagai ai
peradaban.

man bagi COD5 & nconesis

Sagaimara Sun
Maahinan Repust i

Ketua Panja RUU PKS, Marwan Dasopang membenarkan bahwa rapat pembahasan
RUU PKS hari ini ditunda menjadi besok, Selasa (3/9/2019). "Besok bersama Komisi
111 ujamya singkat kepada Tir

Menimang Usul Bupac
P
corsan

Baca juga:
DPR Tak Serius Bahas RUU PKS. Hanya Dihadiri Tiga Orang.
KemenPPPA: Pembahasan RUU PKS Segera Rampung

DPR Tak Mau Ada Perdebatan dalam Rapat Pembahasan DIM RUU PKS.

Baca juga artikel terkait RUU PKS atau tulisan mena
(tirtoid - Hukum)

k lainnya Widia Primastika

e CoVD 1561
neoness

Reporter: Widia Primastika
Penulis: Widia Primastika
Editor Gilang Ramadhan

8 Subscribe Now:

DPR dinilai tak serius membahas RUU PKS.
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“Yatidak mungkin dong [selesai periode ini], enggak mungkin agi” ujar Marwan usai
menggelar Rapat Panja RUU PKS di ruang rapat Komisi VIll, Kompleks Parlemen,
Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (25/9/2019).

. Hamzan

Di sisa waku ini, Panja RUU PKS bersama pemerintah baru menyepakati dibentuknya

“Tim Perumus (Timus). Nantinya, Tim Perumus bertugas membanas Selurun aftar ~ ©40% @50% @10%
inventarisasi masalah dan selurun pasal dalam draf RULL

Tentu saja, Kata Marwan Tim Perumus baru akan efektifbekerja pada perioce 2019 Populer
2024 mendatang. HaLinf karena mereka harus membahas lebin detil tentang
substansipasal per pasal paca RUU PKS serta harus tercapal pula kesepalatan oo Depahrian ad
antara DPR dengan pemerintah. & Ny Pecah

60600

“Kami [selama ini] belum sampai kesepahaman substansi, baru kesepahaman untuk
percepatan tata cara membuat, maka dibentuk timus (tim perumus);”ucap Politikus
PKE .

Timus nantinya akan merumuskan perbandingan antara ketentuan pidana dalam

RUU PKS dengan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). S s
Wetaian Rt
o L Nege?

Baca juga: RUU PKS: Belum Disahkan & Tak Ada Jaminan Dibahas DPR e gt

Periode Depan e

cerzan
e Belancs
i st Pemerinesh
Salah satu yang belum mencapai kesepakatan mengenai pasal tentang tindak pidana ! Bersk i Mk Sendir
Kekerasan seksual yang juga diatur dalam RKUHP, yaitu pemerkosazn dan pemakszan
aborsi

carpaca Negers?
Sementara itu RKUHP sendiri mengalami penundaan pengesahian dan akan kembali  sgeimans Par &
dibahas, sehingga RUU PKS sebagai undang-undang (ex specials harus selaras e
dengan ketentuan dalam RKUHP, terutama dengan bobot pemidanaan.

It kesepakatannya tadi. Sehingga nanti kita bila membuat ini sebagai UU fex
Specialis kami menambah pembobotan pidananya di mana; jelas Marwan.

Pembanasan sefauh ini, kata Marwan sudah menyelesaikan tiga bab dalam draf yakni
bab penceganan, perlindungan dan rehabilitasi. Untuk it tiga bab tersebut tak akan
agi dibanas oleh Timus.

“Tiga bab sudah tidak ada masalah. Pencegahan, perlindungan dan renabilitasi. Sudah >
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RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Gagal
Disahkan DPR Periode Ini

(] o
o o a o
@ Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan

Seksual (RUU PKS) Marwan Dasopang memastikan RUU PKS tidak akan disahkan . [
pada DPR periode i

7% @u% @u
Pasalnya, masa kerja DPR periode 2014-2019 tinggal hitungan jari. Mereka teraknir
akan menggelar rapat paripurna pada 30 September 2019 nanti,

708 AM
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“Itu kesepakatannya tadi. Sehingga nanti kia bila membuat ini sebagai UU lex
specialis kami menambah pembobotan pidananya di mana; jelas Marwan. Populer

i Dt
Pembanasan sefaun ini, kata Marwan sudah menyelesaikan tiga bab dalam draf yakni  Jokow Depak Amien aid

bab penceganan, perlindungan dan rehabilitasi. Untuk it tiga bab tersebut tak akan
agi dibanas oleh Timus.

“Tiga bab sudah tidak ada masalah. Pencegahan, perlindungan dan reabilitasi. Sudah
disepakati tidak diutak-atik lagi. Tinggal pidana nanti kita bandingkan dengan KUHE,
tinggal pemidanaan ya, kata Marwan.

60600

Sagaimara Sun
Maahinan Repust i

Baca juga: RUU PKS Mandek di DPR, Rahayu Saraswati: Tak Semua Anggota
Paham

g s g
P

e
Dalam kesempatan yang sama Deputi Perlindungan Hak Perempuan Vennetia Danes ..
yang mewakili pemerintan bersyukur telah dibentuknya timus RUU PKS, meskipun  vin viast. s

Kecil kemajuannya. R Barak i Muka Seni

epacTajang Menta
*Kita senang ada progress walaupun baru timus, kata Vennetia ko Stk Uns Par
carpaca Negers?

Menurut Vennetia selama ini pembanasan RUU PKS terkesan memakan waktu karena
pemerintah tak kunjung diundang rapat oleh DPR. Untuk itulah, timus diperlukan
agar RUU ini segera selesai pembahasannya.

Sagaimara Pas B

*Jadi nanti setelah ada timus, setiap pasal yang ada di dalamnya yang kontroversi
atau mungkin diragukan, DPR bikin begini, pemerintan bikin begini, kita satukan,
penyamaan persepsi, sehingga betul-betul UU ini hadir untuk menjawan kebutuhian
Korban kekerasan Seksual; pungkas Vennetia.

Baca juga: Pembahasan RUU PKS Ditunda Lagi, DPR Dinilai Tak Serius

Baca juga artikel terkait RUU PKS atau tulisan menarik ainnya Bayu Septianto i/\i

(tinoid- Hukum) °

Reporter: Bayu Septianto

Penuli: Bayu Septianto

709 AM

0 K
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RUU PKS Mandek di DPR, Rahayu Saraswati -
Tak Semua Anggota Paham
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Pembahasan RUU PKS masih m

a ptaran sejumtah pasal dianggap
o ©5% @55% @12

- Pembanasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan
Seksual (PKS) masih mandek di DPR Lantaran belum adanya titik temu atas sejumiah

pasal yang jadi perdebatan ‘

Anggota Komisi Vill DPR, Rahayu Sareswati, menyampaikan salah satu faktor &7 @ux @1z
penyebabnya adalan kurangnya pemahaman sejumlah anggota komisi soal isu
perempuan, apalzgi menyangkut kesehatan reproduksinya '
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“Komis VIl bukan hanya membidangi soal. per
dan agama. adi banyak yang ditempatkan di Komisi VIl bukan orang-orang yang

berpengalaman masalan perempuan dan anak, t2pi ada yang agama jelas Rahayu

dalam diskusi publik di Gedung DPR, J2karta Pusat, pada Kamis (19/9/2019). . Hamzah

*Jadi bayangkan, ini bapak-bapak, ibu-ibu, yang pakamya soal haji, umroh, tiba-tiba  ©4% @50% @10%
harus bicara soal kesefatan reproduksi perempuan; lanjutnya.

mpuan dan anaK, ap1 Juga SO3L 0SBl ool gure ian -

Hal tersebur,ujar Rahayu, yang pada akhirmya membust perdebatan soal RUU Pks  Populer
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justru berkutat dalam masalah agama."Makanya kalau berdebat, pasti ujung- i Dt
ujungnya berbenturan pada ideologi agama; Lanjutnya. ko, Depsk Amien
jjungny: e gi ag: jutny: o oz

Selain itu, Rahayu juga menyampaikan bahwa berdasarkan pengalamannya, tak
sedikit anggota Komisi Vill yang juga tak paham masalah hukum i Indonesia.

Contonhnya, jelas Rahayu, terdapat sejumiah anggota yang menolak poin pemidanaan
untuk pemerkosaan dalam hubungan pernikahan.

Rahayu pun menegaskan tanpa RUU PKS, pemerkosaan terhadap pasangan dalam  pecourens oo oo

elasi pernikahan memang sudah diatur dalam UU Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga (PKDRT).

Maahinan Repust i

*Bagaimana dengan [hubungan seksual] yang suka sama suka? Mohon maaf, ini (ex
specialis kekerasan seksual, yang anda bicarakan sudah banyak distur dalam UU lain,’
tegas Rahayu.

1 Barc ks Senir
Kemugian, penolakan terkait pasal pidana terhadap kekerasan berbentuk pemaksaan
aborsi pun masih bermunculan. Sejumiah pihak yang menolak menilai bahwa aborsi ko Siuk Uns e
seharusnya tetap dilarang, tanpa ada klausul pengecualian untuk *yang dipaksa e e

Rahayu pun menegaskan bahwa aturan terkait Larangan aborsi sudah diatur dalam
UU Lain. "Loh sekali lagi,ini kan Lex specialis, pelarangan abors sudah ada di UU Lain.
Kita tidak tumpang tindin, kita melengkapi. Yang tidak diatur di sini [RUU PKS], bukan
berarti lalu terhapus; tegasnya.

onpsai
p—_—

Ketua Panja RUU PKS, Marwan Dasopang, pun sempat menyampaikan masalah
perdebatan RUU PKS yang masin terus berlangsung dalam intemal Panja, ataupun
Komisi

“Memang substansi dari surat dari Ketua MUI Mauf Amin untuk mempertimbangkan
nilai agama dalam RUU PKS] itulah yang menjad perdebatan kita.Jadi tanpa ada
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Ketua Panja RUU PKS, Marwan Dasopang, pun sempat menyampaikan masalah
perdebatan RUU PKS yang masin terus berlangsung dalam intemal Panja, ataupun
Komisi

Populer

i Dt
Je e ———

“Memang substansi dari surat dari Ketua MUI Mauf Amin untuk mempertimbangkan
nilai agama dalam RUU PKS] itulah yang menjad perdebatan kita.Jadi tanpa ada
Surat itu, memang sudah begitu perdebatan di anggota Panja,” ujar Marwan kepada
reporter Tito saat dihubungi pada Senin (16/9/2019).

60600

*Iya, saya kesulitan itu menengahkan pendapat-pendapat dari anggota Panja kok
Sekarang malah semakin jaun. Pusing saya, mbak Lanjutnya. . R
agaimara Sun
Maahinan Repust i

g

Kemugian, kata Marwan, pembahasan RUU PKS memang akan ditunda kembali,
hingga adanya pengesahan RKUHP. Pasalnya, akan ada perubahan rujukan sejumian S
pasal di RUU PKS, untuk mengikuti KUHP yang baru S engr

Namun, ssat ditanyakan mengeni kelanjutan pembahasan RUU PKS di periode,
Selanjutnya, Marwan menyampaikan ia tak bisa menjaminnya.

1 Barc ks Senir
*Saya belum tahu apakah bisa dibanas, karena begini, kalau pendapat dari fraksi,

Sekarang bisa ditolak Kalau sudah ditolak, apakah bisa dilanjutkan? Saya belum
tahu; ujar Marvian

epacTajang Menta
ko Sk Uni P
carpaca Negers?

Sagaimara Pas B

Komisioner Komnas Perempuan Mariana Amiruddin menilai justru RUU PKS berfungsi
untuk memberikan perlindungan pada korban kekerasan seksual, sehingga
seharusnya agama apa pun malah mendukungnya.

“Kami justru gak ngerti kenapa ini dibilang melanggar agama saat kita ingin
melindungi banyak korban, ujar Mariana kepada reporter 7irto pada Senin
(16/9/2019).

Baca juga:
RUU PKS: Belum Disahkan &Tak Ada Ja
Pembahasan RUU PKS Ditunda Lagi, DPR

an Dibahas DPR Periode Depan

Baca juga artikel terkait RUU PKS atau tulisan menarik lainnya Hendra Friana &
Fadiyah Alaidrus -
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Ot Dipna Vit Pusnra- 24 September 2055 Disoca Normet # meric

itan demo mahasiswa hari ini di Jakarta dan kot
kota (ain.

Isi RUU yang bermasalah jadi tu

tirto.d - RUU yang bermasalah menjadi salah Satu tuntutan demo mahasiswa hari ini
di Jakarta. Demo manasiswa juga terjadi di berbagai kota, mulai dari Bandung,
Malang, Balikpapan, Samarinda, Purwokerto dan Lain-lain.

Demo mahasiswa ini kurang lebih menuntut hal yang sama soal rancangan undang-
undang atau RUU yang bermasalah. Beberapa RUU bermasalah yang didemo
mahasiswa adalah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), RUU
Pertanahan, RUU Minerba, RUU Pemasyarakatan, dan RUU Ketenagakerjaan.

#RUU KUHP.

#Pengesahan UU KPK.

.Jﬂh""
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tuntutan demo mahasiswa hari ini di Jakarta dan kota-
kota (ain.

Isi RUU yang bermasala

Demo mahasiswa i kurang lebih menuniut hal yang sama soal rancangan undang-
undang atau RUU yang bermasalah. Beberapa RUU bermasalah yang didemo . s
manasiswa adalah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), RUU

Pertanahan, RUU Minerba, RUU Pemasyarakatan, dan RUU Ketenagakerjaan.

o
@
©
(=]
(]

@57 @3e% @5

Demo ini juga memicu tanda pagar Hidup Mahasiswa dan Turunkan Jokowi di .
trending topic Twitter pada Selasa (24/9/201) pukul hingga pukul 1048 WIE.

@i @i @9
RKUHP

. Hamzan
RKUHP yang telan disepakati Panitia Kerja (Panja) dan pemerintah ini sejatinya hanya

tinggal disahkan di rapat paripurna DPR. Namun, banyaknya penolakan dari publik  @ass @485 @55
membuat Presiden Jokowi meminta agar pengesahannya ditunda hingga DPR R

periode 2019-2024.

Populer

Salah satw yang bermasalah dalam RKUHP adalah dugaan akan memanjakan
Koruptor. Sejumlan pasal yang mengatur tindak pidana korupsi di RKUHP justru
dilengkapi hukuman yang Lebin ringan dibanding UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Tindak Pidana Korupsi atau UU Tipikor.

Dalam Pasal 604 RKUHP, disebutkan seorang koruptor dinukum minimal penjara dua
tahun dan minimal denda Rp10 juta. Sementara dalam Pasal 2 UU Tipikor yang
memiliki rumusan sama persis, ukuman penjara itu minimal empat tahun dan denda
minimal Rp1. milir

COD5 & nconesis

Sagaimara Sun
RKUHP juga tidak mengatur mekanisme pengembalian kerugian negara. Para Melahiian Repusi i
Koruptor yang sudah divonis bersalah hanya harus menjalani hukuman penjara dan
membayar denda--itu pun kalau diputus demikian--tanpa harus mengembalikan duit  Menimbang Usu Supa A
negara yang terkuras karena perbuatannya itu. S e

cerzan °

Mahasiswa yang melakukan demo Gejayan Memanggil menyebut RKUHP mengebiri
demokrasi. RKUHP membungkam demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Mereka
mencontonkan pasal yang mengatur soal Makar: Pasal soal makar berisiko menjadi

httpsy/tirtoid/yang fari-kasus-kematian

ertama-covi

<Eu.
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RUU PKS
Populer

Selain 5 RUU bermasalah yang telah disebutkan di atas, mahasiswa juga SR
mempermasalanikan soal RUU PKS dan UU KPK. RUU PKS adalah Rancangan ko, Depak Amien R
Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang belum juga disahkan.

Demo mahasiswa menuntut RUU PKS segera disahkan karena menjadi permasalahan
Yang urgen. Dalam RUU PKS, awalnya KOMNAS Perempuan menggolongkan jenis
kekerasan seksual ke dalam sembilan jenis kekerasan seksual, yang kemudian
ditambahkan menjadi lima belas berdasarkan hasilriset empiris yang dilakukan oleh
KOMNAS Perempuan.

60600

Sagaimara Sun
Maahinan Repust i

RUL PKS dangap mampu mengakomodasikrban kekerasan seksualyang seama
I tidak s terakomoda secara hukum Allans mafasiswa mencontonian, caam
KUHR kekeraso sesual harya it Gl kot perkossanyang amusanmye. S XSS
tidok mampu memberikn perindungan pada perempuan karban kekerasan

Ruang lingkup pengaturan mengenai penghapusan kekerasan seksual yang diatur
dalam RUU PKS ini mampu mengakomodasi berbagai peraturan mengenai U B Muka Senci
penghapusan kekerasan seksual meliputi penceganan, penanganan, pertindungan, sy uang erer

pemulinan, hingga penindakan pelaku. ko Stk Uns Par
carpaca Negers?

UUKPK

Sagaimara Pas B

ahasis= pun memprotes Gan menolak pengesanan UU KPK yang iniai
melemanian KPK.Banyak pasa dlam perubahan kedua UL KPK yang diszhicn DPR e e
paca Selass, 17 Seprember 2015, DAl Catan FeS yang NS KPK, 2Dutian oo
2010 15 Gtam reis i yang melemankan posis KPK s2bagal emoaga
pemberantas korups, yat
. Incepencensi KPK terancam yang skan terancam
2 Penyadapan dipersultcan dioates
= Pembenten Devian Pengavias yang ipilinoleh DPR
4 Sumber penyelidic can penyidik civatas
S Penuntutan perers Korups! harus melatuf Koordingst engan Kejakssan Agung
& Perkara yang mendapat periatan msyarskat tcak gl menjadikriera
7. Kewenangan pengambilalinan perkara di tahap penuntutan dipangkas. 2 4 :

8. Kewenangan-kewenangan strategis pada proses penuntutan dinilangkan.
9.KPK berwenang menghentikan penyidikan dan penuntutan yang berisiko
st intervensi kasus menjadi rawan.

10. Kewenangan KPK untuk mengelola pelaporan dan pemeriksaan LHKPN
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Tidak hanya soal makar, pasal-pasal dalam RKUHP juga dinilal mengkriminalisasi B
berbagai bentuk periakuan masyarakat atas niama zina, hukum yang bertaku di
masyarakat (iving law)—yang berpotensi menjadi pasal karet, bahkan
mengkriminalisasi gelandangan dengan pidana denda satu juta rupian.

Populer

i Dt
Je e ———

RUU Pertanahan

Seperti RKUHR, RUU Pertanzhan juga sarat kontroversi. Sekretaris Jenderal
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengatakan beberapa pasal di
dalamnya rentan mengkriminalisasi masyarakat.

Salah satunya Pasal 91, yang berbunyi:*Setiap orang yang menghalangi petugas xgemans S s
dan/atau zparatur penegak hukum yang melaksanakan tugas pada bidang tanah el Repuet i
miliknya atau orang suruhannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 =
tahun denda paling banyak RpS00 juta” (dref per 9 September 2015). g st Bupa
Sukaburi engra

"RUU Pertananan akan banyak memberikan Legitimasi kepada aparat, petugas
Kementerian ATR, dn polisi untuk mempidana masyarakat.”ujar Dewi saat dinubungi
reporter Trto, Jumat (20/9/2019).

1 Barc ks Senir

Keiminaisas aan terad ek, misarya, Badan Prtanahan Nasional (BPH) Sy et

melakukan pengukuran tanah tapi pada Saat itu Warga menolak 1anannya dilepaskan. sarpada Negars?

Sagaimara Pas B

ni-petani yang berada di wilayah yang diklaim negara sebagai tanah negara
atau hutan negara atau desa-Gesa atau sawah-sawah yang ada di dalam konsesi
perkebunan atau kehutanan, akan kena pasal pemidanaan itu. Mengerikan”

U P
R —

Dewi juga menyoroti Pasal 95, yang bunyinya ‘setiap orang atau kelompok yang oo
mengakibatkan sengketa ahan akan dipidana paling ama 15 tahun penjara dan
denda maksimal Rp15 miliar

la mengambil contoh konflik agraria di Sukamulya, Majalengka, Jawa Barat, yang
terjadi lantaran pemerintah menyerobot Lahan pertanian demi membangun Bandara
Internasional Jawa Barat (BIIB). Belakangan, bandara itu sepi dan terus merugi karena
dianggap salan perencanaan.

*Padahal, yang harusnya dijatunkan sanksi berat adalah korporasi skala besar yang
menguasa tanah dan berkonflik di atas tanah masyarakat, tegasnya.

‘Atas dasar itu Dewi mendesak RUU Pertananan tak disahkan, setidaknya dalam masa
sidang tahun i





